
Menimbang : a. bahwa sabi~ai pal sksenaan Undang - undang 
Nomor 5 i ahun I ~74 tantang Pokok · pokok 
Pem3rinra:,a11 di Daerah maka berdasarkan 
Peraturan Manteti Dalam Negeri Nomor 160· 
1322 tan9gol 19 September 1985 telah di­ 
teiankan Pcdom;,n n ongenai Kedudukan Keu­ 
anga,1 Ke•ua. Wa'<il K.;1ua dan Anggota De­ 
wan Perwakran Rakyat Daarah ; 

b. bahwa berkenaan dengan hal tersabut maka 
kedudukan l'euangan Ketua, Wakil Ketua den 
Anggota Dewan Perwak1lan Raky8t Daerah 
Kabupatcn Daarah Tingkat 11 Rembang yang 
diatur dalam Peraturan Daer ah Kebupaten Da­ 
erah 1 ingkat II Rernbanq Nomor 18 Tahun 1980 
sudah tidak sesuai lagi sehinqqa per!u dit'njau 
kembali untuk dlperbaharui. 

P£RATURAN DAERA.H KAt.UPATEN DAERAH TJNGKAT II 
RE MBA NG 

NOMOR 5 TAHUN isso 
l'ENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAi\J KETU~, WAKIL l<ETUA DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABU .)ATEN DAERAH T1NGKAT II REM BANG 

DE.'lGAN RAHMAT TUi-lAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAE~AH Tl)fGKAT II REMBAl'tG 

-··-.,~~ .. ··-~...._,....__, __ 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEt, OAERAH TltLKAT II REMBANG 
NOMOR 21 TAHU~ 19;0 SERI D NO. 7 



c. Dewan ------- s, 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Dae,ah adalah Kabuoaten Daerah Tinqkar II Rembang 
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tmgkat II 

Rembang l 

.. 
BAB 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN DtiERAH KABUPATEN DAERAH 
TIIIIGKAT II RE~BANG TENTANG KEDUDUKAN 
KEUANGAN KETUA WAK1L Hr UA DAN ANG­ 
GOTA. DEWAN ?ERWu.KILAN RAKYAT DAE~AH 
KABUPAfEN DAERAH TINGKI\T 11 REMBAt-4G. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Oengan Persetujuan Dewan Perwaki'an Rakyat Daerah Kabupaten 
Oae,ah Tirigkat II Rembang. 

2, Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 [o. 
Peraiu.an Petllerintch Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Pernenntahan Daerah Kabupaten Da­ 
lam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

3, Peraturan Menteri Dalarn Neqeri Nomor 3 
Tahun 1980 jo. Peratu•an Menteri Oalam Ne­ 
geri Nomor 160 - 1322 Ianun H85 tentang 
Pedoman rnanq=nai Kedudukan Keuangan Ke· 
tua. Wakd Ketua dan Anggota Dewan Per­ 
wak1 Ian Rakyat Daer ah. 

1, Undang-undang Nomor 5 Tat-un 1974 tentang 
Pokok pokok Pemeuntshan d1 Daerah ; 

Mengingat 
.. -2- 



1, Tunjangan ·-······-· s. 

k. Tunjangan Pimpinan Komisi adalah tunjangan bulanan tetap 
berupa uang yang dibsrikan karena menduduki jabatan Ketua 
Komisi atau Wakil r..etua l\om1si atau Pelopor Komrsi da­ 
tam satu l ahun Si dang : 

j. Tunjangan Bulanan Tetap adalah ueng tunjangan yang diberi­ 
kan kepada Anggota Dewan Perwakusn Rakyat Daerah 

i, Uang Kehormatan adalah tunjangan bulanan tstap berupa uang 
yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang berhubung 
dengan jabatannya sebagai Kbtua dan Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ; 

h. Uang Representasi adalah uang tunjangan bulanan tetap be­ 
rupa uang yang dtnerikan kepada Ketua dan Wakll Ketua 
berhubung dengan ~edudukanr.ya I 

g. Uang Pak~t adalah unng yang dibavarkan kepada Anccota 
untuk setiap kali menghaairi Sidang-sidang Dewan Pe,wakilan 
Rakyat G<1erah yang sah tP!ah tar-nasuk uang sidang, uang 
penganfJkutan dan uang makan ; 

e Ancqota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daarah 
11.abupaten Daereh Tingkat II Rembang : 

f. Pegawai Negeri aoatah Pegawai NFgeri Sipil Pusat, Daerah 
rna-rpun Anygota Angka1an Bersenjats Republik Indonesia : 

d. Ketua dan Wakil l<etua adalah Ketua dan Wakil Kettia Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah K.abupaten Dasrah 'fingkat II Rembang 

c. Dewan Parw-lkilan Rakyat Dasrah adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Dasrah Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang 
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(2) Uang. ..,~ s. 

( 1) Uang Paket ditetapkan bogi : 

a. Anggota sebesar Rp. 7 500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) 

b. Bagi Anggota yang bertempat tinggal diluar Kata Rembang 
diberikan tambahan uang pengan3k1Jtan sebasar Ap 1,000,00 
(seribu rupiah). 

8 AB II 

UANG - PAKEr 

Pasal 3 

(1 J Tanggal mulai memangku jabatan Ketua. Wald I Ketua dan 
Anggota ialah tanggal mereka mengar.gkat sumpah atau 
menqucapkan janji pada polantikannya sebagai Ketue. Wakil 
Ketua dan Anggota. 

(2) Saat berhenti rnerr.anqku jabatan Ketua, Wakil Kstua dnn 
Anggota iatah tanggal rnereka mer.yatakan berherui, dicer­ 
hentikan atau meninggal dunia. 

Pasal 2 

n. Diluar kota ad alah berternost tinggal dan nyata berdornisili 
diluar Wilayah Kecamatan Ramb anq. 

c. Uang Vakasi adalah imbalan jasa berupa uang yang diberikan 
kepada Pimpiaan OPRD. karena kedudukannya. 

rn, Tunjangan Anggota Fraksi adalah tunjangan bulanan tetap 
yang berupa uang yang diberikan karsna menjarti Anggota 
Fraksi. 

1. Tunjangan Pimpinan Frakksi dalam tunjangan bulanan tetap 
berupa uang yang dibsrikan karena rnsndudukl jabatan Ketua 
Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi, 
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(2) Selain jumlah yang ditetapkan pad a ayat ( 1) huruf I dan b 
Pasal ini, kepa.ia Ketua can Waf..il Ketua diberiken tunjangan 
keJuarga dan tunjangan lainnya menurut pereturan yang di­ 
terapkan berfaku bagi Pe1:ciawc:i Negt!ri Sipil. 

.. 
(1) UanJ Kehormatan drtetapkan bagi 

a. Ketua sebesar Rp. 2CO 000,CO { dua ratus ribu rup'ah ) 
setiap bulan. 

b Wakil Ketua sebesar Rp 17 5 000,00 ( seratus tujuh puluh 
" Iirr.a ribu rupiah) setlap bulan, 

8 AB Ill 
UA \JG KEHORMATAN 

Pasal 6 

Sidang-sidang y.rng sah dari Komisi, Panitia den lain sebagainya 
yang dib.mtuk olah Dew a, Perwakilan Rakyat D Jerah di panda ng 
sebaqui Sidang - ~idang Dewan Perwektlan Rakyat Daerah den 
terhadapnya berlaku ketentuan - ketentuan drrnsksud Pasal 3 
ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, 

Pasal 5 

Kepada Ketua dan Wa'<.il Ketua tidak diberikan uang Pitket entuk 
sidang-s1dang yrng dipin.pin atau dihadhinya. 

Pasal 4 

(2j Uang Paket dibsvarkan kepad a Anggota dEJngan ketentuan : 

a. Uang Sidana satu hari satu malam, hanya dibayarkan sa· 
tu kali uang paket. 

b. Selain dari uang Paket, tidak dibayarkan lagi uang sidang, 
uang pengJngkutan dan uang rna kan. 
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a. Ketua ········-····-······· s. 

(1) Kepada Pimoinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberl­ 
kan tunjangan lain-lain, setiap buran sebaqal berikut 1 

a. Ketua, sebesar ·------·-------- Rp 50 000,00 ( lima puluh ribu 
rupiah). 

b. Wak,I Kerua sesbssar __ Rp 45.000.00 (ernpat puluh Ii­ 
ma ribu rupiah l. 

(2) Keoada Pimpinan DPRD. diberikan uang Vakasi setiap bulan. 
sebagai berikut : 

BAB V 

TUNJANGAN LAIN - LAIN 

Pasal 10 

Disamping penqh+sllan dirnaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah 
ini. setiap bulan diberikan uang representasi sebagai berikut : 

a. Ketua sebesar _ Rp 200.000,CO ( dua ratus ribu rupiah) 
b. Wakil Ketua. sebesar ---· Rp 1 75.000,00 (seratus tujuh puluh 

lima ribu rupiah). 

BAB IV 

UANG - REPRESENTASI 

Pasal 9 

Apabila uanq kehormatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua ku­ 
ranq r1ari pa+a gaji pada waktu y.:ing bersanqkut an aktif sebaqai 
Pegawai Neg1ri, maka ia rnensnma tarnoahan berupa selisih ke· 
dua penghasilan itu. 

Pasal 8 

Pegawai Negeri yang diangkat sebaqal Ketua atau Wakil Ketua­ 
tidak dibenarkan menerima penqhasilan rangkap. 

Pasal 7 
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d. Tunjangan Anggota Fraksi diberikan menurut perimbangan 
jumlah anggota rnasinq mdsrng sebesar Rp 2,500,­ 
(dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan 

c. Sekretaris Fraksi sebesar. Rp 7 500,- (tujuh ribu lima ra­ 
tus rupiah ) satiap bulan. 

b, Wakil Ketua Fraksi, sebesar 10.000,- (sepuluh ribu n.piah) 
setiap bulan. 

a. Ketua · Fraksi. sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) 
setiap bulan, 

(2) Tunjangan Pimpinan Frakai ditstapkan sebagai berikut : 

c. Pelapor Komisi, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sa­ 
tiap bulan. 

b. Wakil Kerua Komisi. sebesar Rp. 7 5-10,- { tujuh ribu 
lima ratus rupiah) seuap bulan. 

a. Ketua Kornlsi, sebesar 10.000, • { sepulun ribu rupiah) se­ 
tiap bulan. 

(1) Tunjangan Pim pi nan Komisi ditetapkan sebagai berikut : 

Pasal 11 

(3) Kepada anggota diberikan tunjangan bulanan tetap sebesar 
Rp 175 000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bu Ian 

b. Wakil Ketua> sebesar -··-- Rp 30.000,- { tiga puluh ribu 
rupiah ) 

Rp 40.000,- (empat puluh ribu a. Ketua, ssbesar ---­ 
rupiah) 
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(4) Untuk Ketua dan Wakll Ketua selama meraka dalam [abatan 

tersebut dan bllamana keuangan daerah memungkinkan, da­ 

pat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkut lain untuk 

keperluan dinas serta pengemudir.ya dengan ketentuan bahwa 

t3' Untuk Ketua dan Wakil Ketua yang rnanernpati rumah sen· 

diri diberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp 20 00\CO 

(dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, 

(2) Kep ila Ketua dan Wakil Ketua diberikan biaya pemsliheraan 

telpon, pernakaian Air, penerengan dan gas sebssar 

Rp. 40 OCO,CO (cmpst puluh ribu rupiah) sotiap bulan. 

(1 l Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama msreka dalam jabatan 

tersebut dan bilamena keuangan daerah memungk•nkan, da­ 

pat disedlak an sebuah rurnah jabatan dengan ketentuan ru­ 

mah jabatan tersebut harus ditinggalkan I dikembalikan ke­ 

pada Daerah tanpa s ssuatu kewajiban Daerah pada waktu 

yang b nsanqkutan bsrhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua. 

Pasal 12 

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU AL4T 

PENGANGKUTAN DINAS LAIN 

.. 
BAB VI 

-8- 



S, BAB II 

Kepada Ke•ua, Wakil Ketua dan Anggota serta keluarganya, di­ 
benkan pe,gga11tian biava perneriksaan, pengobatan dan Parawat­ 
an Dokter sebesar Rp. 10.000)00 (sspu uh ribu rupiah) setiap bu Ian 

BAB VIII 

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT 

Pasal 14 

(21 Kep:ida Anggota yang rnelakukan Perialanan Oinas diberikan 
uang Perjalanan dan uang Penginapan yang harus diper­ 
tanggung jawabkan sssusai dangan Peraturan yang ditetap­ 
kan bsrtaku bagi Pagawai Nageri Sipil Golongan Ill. 

a Ketua ··················-·- Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) 

b WJkil Ketua ····- Rp, 45 000,00 (empat puluh lima ribu 
rupiah ). 

(1 Kepada Ketua dan W3kil Ketua diberikan uang perjalanan 
Dinas Tetap setlap butan ssbesar : 

BAB Vil 

UA"JG J~LAN. UANG PENGINA.,AN DAN UANG 
PERJ L\LANAN OINAS 

Pasal 13 

dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditznggung 
oleh Pemerinrah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam 
keadaan wajar tempo sasuai kewajiban dari Pihak Pemerintah 
Daerah pada wa1<tu yang bersangkutan berhenti sebagai Ke­ 
tua dan Wakil Kstua. 
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b. Bagi ------ s 

BAB X 

TANDA PENGHARGAAN 

Pasal 17 

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Angpota. pads akhir msssa 
jabatannya atau psda wakru diberhsnnkan danqan horrnat 
dari jabatar.nya atau meninggal dunia, dlbsrtkan uang tanda 
peRgharg::an sebaqai berikut. 

e. Balli V:etua dan Wakil Ketua untuk s=tlo 6 ( enarn bu Ian 
memangku j sbaran, sejurmah 1 1 saru ) kali uang kehor­ 
rnatan bersih dengan sebanyak- banvaknve 6 , enam) kali 
uang kehorrnatan bsrsih. 

Apab,ta Ketua, Wal<il Ketua dan Anceota meninggal dunia, bila­ 
mana ahti warisnya menghendaki penganrkutan [en-zah d,,ri tern­ 
pat kedudukan keternp st kediarnan semula d1tanggung ou h Pe­ 
me, intah Daerah. 

Pasal 16 

(1) Anablta Ketua dan w~kil Ketua meningqal dunia kepada 
ahli warisnya diberikan tunjanqan kematian sebanyak 1 rsaru) 
bulan uang kehor.natan barsih dan aoab-Ia yang hersanq­ 
kutan rnsninqqat dunia didalam dan I atau karena menjatan 
kan tunas, dib~rikan tunjariqao kematian sebanyak 2 (dua) 
bulan uang kenorrnatan bersih. 

(2) Apabila Ariggota menin(,oal dunia k=naoa ahli warisnya di· 
berikan tunjangan ksmanan sebesar 2/ 3 x Tunjangan Bu­ 
lanan Tetap Anggota. 

BAB IX 

TUNJANGAN ICEMA TIAN 

Pasal 15 
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(2) Dengan ------- s 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang~al diundang­ 
kan. 

Pasal 20 

BAB XII 

KETE '\:TUA"' PE~UTUP 

Passi 19 

Hal. hal yang belum diatur dalam Peraturen Daerah rm, separjang 
mengenai oeraksanasnnva akan diatur kemuoian oleh Bupati 
Kepala Daerah. 

Segala akibet keuangen karene ketentuen- ketr ntuan dalam Pera­ 
tur-n Dasrah ml dibebankan pade APBD. Kabupaten Daerah 
Tingkat 11 Rembang. 

BAB XI 
KETENfUAN LAIN - LAIN 

Pasal 18 

b Bagi Angqota sesuai dengan huruf a ayat ( 1) Pasal ini 
akan tetapi uang kehorrnatan bersih bagi Anggota dltetapv an 
denaan Keputusan Bupati Kl':fpa'a Daerah dsnuan rnampaha 
tixan kernarnouan Daerah. 1.1engan sebanv ik banvaknve 2 f 3 
( du:i oer tiga ) dari uanq kehormatan bersin yang diterima 
oleh seorang Wc1k1l Ketua. 

(21 Masa memangku jabatan yanq kurang dari 6 ( enam ) bu Ian 
dlbuta.k m keatas rn snjadt 6 ( anam J buian penuh. 

(31 Oala111 hal Ketua. W:ikd -<etua d sn 0.nQgota mgnin!lgal dunia, 
uano tanda pan ,ha.gaan tsrsebut ayat ( 1 ) Pasal ini diba­ 
rikan kepada ahliwarisnya 

- ,, 



Ors, S O E D I H A R T O 
NIP, 500 029 611 

NIP. 600 034 373 

S A A D J I T 0. SH. 

An. Sekn, taris Wi'ayah I Daerah 
Tingkat I Jaws l'ongah 

Kepala Biro Hukum 

Olundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang 

Nomor 21 Tahun 1990 Seri D 
pada tanggal 22 Mei 1990 

Sekretaris Wilayah / Daerah 

Dengon Keputusan 
G ube. nur Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah 
Tanggal 15 Mel 1990 
Nomor 168.3/156/1990 

OISAHKAN : 

Ors. WACHIDI RIJONO SOEGENG SARWONO 

Rembang, t 5 Pebruari t!l90 

BUPATI KEPAlA D,tERAH TK.11 
REM BANG 

OEW~N PERWAKILAN Rt,KY.\T 
DAERAH KABUPATEN OAERAH 

llNGKAT II PEMBANG 
KETUA ; 

Agar supaya setlap ora1g dapat mengetahuinya, memertntah­ 
kart pa1gundangan ?eraturan Daerah ini dsnqan aenernpat­ 
annya dalam Lernbaran C'aerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 
Rembang. 

( 2) Dan;pn berla'cunva Perauran Oaarah inl, seg31a ketentuan 
yang bartentanqan den Jan Persturan Daerah int dinyatakan 
tidak ber'aku lagi, 
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.. ....- Pasal 2 

Pasal 3 ayat (1) 
ayat t2> 

Cukup jelas 

Cukup jelas : 
Uang Paket yang dibayarkan ke­ 
pada Anggota sudah termasuk 
uang sidang, uang pengangkutan 
dan uang makan. 

Cukup jelas. 

Rapat yang sah dari Seksi Pani· 
tia yang dimasukkan misalnya 
rapat yang diadakan. 

Pasal 4 

Pasal 5 

Pasal Cukup jelas 

II PENJELASAI\I PASAL DEMI PASAL l 

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pamernerintahan di Daerah, maka 
bardasarkan Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
1980 jo. Peraturan Menteri Oaiarn Negeri Nomor 160 -1322 
Tahun 198 5 tel ah ditetapkan Pedoman Kedudukan Keuangan 
Kerua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daer ah, 

I. PENjELAS!\" UM UM 

1:,ERATURAN D<\ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
AEMBI\NG 

NOMOR 5 TAHUN 1990 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAl<IL KElUA DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

PENJELASAN 

- 13 - 
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s avat (2) 

Cukup jelas 

Cukup [alas 
Ap11!:lila tbya perneliharaan dsb, lebih 
dari Rp 40.000,00 maka kekuranqan­ 
r.ya ditanggung ssndiri oleh yang 
bersa..kutan. 

Cukuo [elas. 
Cukup ja!as. 

Cukup je!as 

oleh Panitia Musvawareh. Panitia 
Anggeran. 

Cukup jelas 
Yarg dimaksud tunjangan kelusrqa 
dan tunjangan lainnya adslah tunjang­ 
an isteri. anak. pang an dll. sebaqal­ 
mana berlaku bagi Pegcwai Negeri 
Si;:>it. 

Yang dimaksud adafah bahwa apabila 
ada Pegawai Neg~ri Sipif kebetu!an 
diangkat ssbaqal ketua atau Wakil Ke­ 
tua DPRD. maks yang barsangkutan 
tidak boleh mempsroleh gaji ra~gkap/ 
dobel darl Pemarintah. 

Yang dlmaksud adatah supava Ketua 
dan Waldl Ketua tersebut pada Pasal 
7 Peraturan Daerah ini memilil< salah 
satu penghasilan yang menguntungkan 
baginya. 

Cukup jelas 

ayat (3) dan (4) 
Pasal 13 ayat (1) 

Pasal 9 
Pasat 10 ayat (1) 

(2) dan (3) 

Pasal 11 ayat ( 1) 
dan (3) 

Posa I 1 2 ayat ( 1) 
ayat t2) 

Passi 8 

Pasal 7 

Pasal 6 ayat (l) 
ayat (2) 



menini)gal dunia. 

Pasal 18 Cukup j31as, 

P.ssal 19 Cukup [alas 

Pasal 20 Cukup [elas. 

Tanda p<Jngh3rg~an diberikan kepada 
Ketua. Wakil Ketu~ dan Anggota bila : 
a. masa jabatan b arakbir. 
b. dlberhant kan dei:igan hormat atas 

permohonan sendiri. 
c. dibe•hentikan dengan hormat karena 

Cukup [etas. 
Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Ang· 
gota meninggal dunia. stas kehendak 
kefuarganya pengangkutan janazah yang 
bersanqkutan da:i tempat kedudukan 
keternp at k sdiarnan semula. biayanya 
ditanggung oleh keuangan Daerah. 

Yang dimaksut vaitu apabila Anggota 
DPRO. melakukan I rr:angadakan kun­ 

Jungan kerja I study banding ketuar 
Dsa.ah. dibarikan yang perjalenen di­ 
nes dan penginapan sebaqalmana yang 
berlaku bagi Pegawai Negflri Sipil 
Golongan Ill. 

Cukup jafas. 
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17 ayat ( 1) 
s.d (3) 

Pasal 14 
Pas al 1 5 ayat ( l) 

dan (21 
Pasal 16 

eyat {2) 

v" 


